
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal dapat memberikan sumbangan bagi 

pendapatan asli Desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan pendirian BUMDes antara lain 

dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Jika Pendapatan asli desa dapat diperoleh 

dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan 

dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.  

Namun berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukakan oleh penulis sejak 

terhitung dari tanggal 18 Agustus-18 Semptember 2020 di Desa Liang Bua Kecamatan 

Rahong Utara,Kabupaten Manggarai,Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat 

maupun aparat desa serta pegawai Bumdes Wela Wua Desa Liang Bua,dari hasil wawancara 

yang dilakukan oleh penulis serta analisis data penulis menyimpulkan bahwa” Badan Usaha 

Milik Desa Liang Bua,atau Bumdes Wela Wua, Sampai saat ini belum memberi kontribusi 

yang cukup bagi Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa,dan Masyarakat Desa Liang Bua. 

Dari hasil analisis data juga penulis menemukan ada beberapa point yang merupakan 

kendala bagi Bumdes Wela Wua di Desa Liang Bua yakni: Kurangnya Keterlibatan 

Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Bumdes, Kurangnya Sarana dan Prasana untuk 

menunjang operasional Bumdes. Di satu sisi juga adapun kendala dan keuntungan yang di 

rasakan oleh Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) yakni : belum adanya keterlibatan 

masyarakat dan kondisi geografis desa, serta dengan sarana dan prasarana yang menunjang 

dalam operasional Badan Usaha Milik Desa Liang Bua. 

6.2. Saran  



Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang disampaikan oleh penulis 

terhadap pihak pengelolaan Bumdes dan Pihak Pemerintah Desa Liang Bua yakni : 

1. Harus adanya keterlibatan masyarakat dalam proses operasional BUMDES 

2. Harus adanya sarana dan prasana sebagai penunjang dalam proses operasional 

BUMDes Wela Wua. 

3. Perlu adanya kajian terlebih dahulu terkait dengan usaha apa yang akan dibuat 

atau dibentuk,dalam artian bahwa pembangunan harus bertumpuan pada 

pembagunan berbasis potensi,sehingga membawa dampak yang baik bagi 

perekonomian masyarakat desa. 

4. Perlu adanya perhatian khusus terhadap destinasi Wisata Gua Liang Bua,sebagai 

ikon wisata yang sudah di kenal di seluruh dunia. 
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